REPUTUSAN BUPATI PULAL TALIABU
NOMOR 6.0 TAHUN 2015

TENTANG

AN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULAU TALIABL

Menimbang :

Mengingat

BUPATI PULAU TALIABU,

bahwa sesual ketentuan Pasal 4 ayat (3] Peraturan Bupati Pulau
Taliabu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Dacrah Satuan Pendidikan Mon Formal perlu
Menetaphan Izin Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah
Satuan Pendidikan Mon Formal Sanggar HKegiatan Belajar Pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu dengan Keputusan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor & Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Pulau Tallabu di Provinsi Maluku Utara (Lembamn
Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesin 5399);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dasrah sebagnimana telah divbah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonexia Nomor S679);

. Peraturan  Menteri Pendidikan dan Hebudayaan Republik

indonesin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar



Kegintan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
(Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2016 Nomor 330).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberi lzin Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas
Pendicdikan Eabupaten Puliu Taliabu, terhitung pada tangpal
ditetaphan;

KEDUA : Pemegang lzin Operasional Sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA dalam menjalankan tugnsnyn berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : lon  Operasional sebagaimans  dimaksud  dalam  Diktum
PERTAMA, dapat dicabut apabila dalam penyvelengginn
kegintan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undingin;

KEEMPAT : Keputusan ini mulad berlaku pada tanggal ditetapkan dengnn
ketentuan apabila dikemudian har terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, make akan dindakan perbaikan sebagaimana
mestinyi.
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TEMBUSAN :

1. Yih. Sekretaris Dacerah Kabupaten Pulau Takabu;
2. Yih. Inspektur Inspektomal Knbupaten Pulng Taliabu;
S Wibe Bepala Dieas Peoalicdikan kabapaten Fulag Taliala,



	Page 1
	Page 2

